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Pendahuluan .

Bahwa dalam rangka memperkuat system dan kapasitas keiembagaan
Partai Politik serta mewujudkan transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada DPRD
Kab/Kota, khususnya DPRD Kota Banjarbaru sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang
tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi
Pengajuan, Penyaiuran dan laporan Pertanggung jawaban penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, maka kepada Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan.
Sesuai Pasal 1 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan Bantuan
Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN / APBD yang
diberikan secara Proporsionai kepada Partai Politik yang mendapatikan kursi di
DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang penghitungannya berdasarkan

jumiah Peroiehan Suara.

_______ 18 Tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang tata cara
Penghitungan, Penganggaran daiam APBD dan tertib administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggung jawaban penggunaan
Bantuan Keuangan Pariai Poiitik.

4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl Nomor 2 tahun 2015
tentang pemeriksaan atas iaporan penerimaan dan penggunaan Bantuan
Keuangan Parpol.

Maksud dan Tujuan :

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan
Keuangan Partai Poiitik dimaksudkan untuk memperkuat system dan kapasitas
kelembagaan Partai Politk dimana kondisi ini akan meningkat yang sudah
parang tentu terwujud bila didukung dengan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik.



Adapun tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mewujudkan Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana
Parpol. Menurut Kamus Politik Kontenporer akuntabilitas adalah
kewajiban untuk mempertanggung jawabkan,melaporkan,
menjelaskan,memberi alasan, menjawab dan tunduk pada peniiaian.

2. Dengan terwujudnya Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan
Dana Parpol, maka sudah barang tentu terjadinya penguatan system
dan kapasitas kelembagaan Parpol tersebut.
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hema :
Adapun Thema pada Scsialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang

Bantuan Keuangan Parpoi Lingkup Kota Banjarbaru Tahun 2020 yaitu: “Melaiui
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpol

Kita Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengeiolaan Dana Parpol.”

V. Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi :
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang

Bantuan Keuangan Parpoi Lingkup Kota Banjarbaru Tahun 2020 dilaksanakan

pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2020
Pukul : 08.00.Wita — selesai
Tempat : Aula Linggangan intan DPRD

JI. Basuki Rahmat No. 3. Banjarbaru.
VI. Jumlah Peserta :
Jumiah Peseria Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Teniang
Bantuan Keuangan Parpol Lingkup Kota Banjarbaru berjumlah sebanyak 40
Orang, meliputi 9 (Sembiian) Partai Politik yang mendapatkan Kursi pada DPRD
Kota Banjarbaru periode 2019 — 2024 dan 1 Partai Politik yaitu Partai HANURA

dimana setiap Parpoi di Undang sebanyak 4 Orang.

Adapun Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang
Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpoi yaitu :
1 Nama : Wahyudi Fajrin
Jabaian : Auditor BPK Ri Perwakiian Kaisel.
Judul Makalah : Peraturan BPK RI nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggung Jawaban
Bantuan Keuangan Parpol dan Bab VIII Permendagri
nomor 36 ftahun 2018 mengenai Pelaporan dan

Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol.



Vil

Nama : Badaruddin, S. Sos. MM

Jabatan - Kabid Politik Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru

Judul Makalah : Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Parpol.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan :

Kegiatan Sosialisasi ini sangat bermanfaat dalam rangka  uniuk
meningkatkan Pengetahuan dan wawasan bagi bendahara dan Staf
Pengeiola Dana Bantuan Keuangan Parpoi agar daiam penyusunan
laporan penerimaan dan penggunaan Dana Parpol dapat terkelola dengan

baik, tertib administrasi dan sesuai dengan aturan yang beriaku.

Saran :
Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut untuk dilaksanakan di Tahun
Anggaran 2021 dengan tujuan agar setiap perubahan regulasi mengenai
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik selalu dapat di ikuti dengan baik
dan seksama.

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpoi Tahun 2020 ini

disampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, Okiober 2020
Pembuat Laporan
Kabid Poilitik,

Badaruddin,S.Sos, MM
NIP. 19621025 198503 1 009
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